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TOLITOLI - Belum genap
dua tahun Bupati Tolitoli Moh
Saleh Bantilan menggunakan
mobil jenis Fortuner bersama
dengan wakil bupati, Sekkab,
dan tiga pimpinan DPRD untuk
dijadikan mobil dinas, beberapa
hari setelah lebaran, tiba-tiba
kembali tampak warawiri di
jalanan kota sebuah mobil baru
plat merah bernomor polisi DN
1 D jenis Alphard.

Mobil mewah merek Alphard
berwarna hitam yang kini
menjadi sorotan sejumlah
kalangan tersebut, ternyata
kembali diadakan oleh Bagian
Umum dengan menggunakan
anggaran APBD tahun 2012
dengan nilai sebesar Rp.881 Juta.

Beberapa kalangan menilai
sekaligus menyoroti, penga-
daan mobil mewah tersebut
merupakan sikap dan prilaku
tidak terpuji dari Pemkab
Tolitoli yang sama sekali tidak
mencerminkan pemerintahan
yang pro terhadap kepentingan
maupun kebutuhan masya-
rakat. Apalagi pengadaan mobil
tersebut tidak sebanding
dengan prestasi kerja yang
belum memuaskan sejak bupati
dilantik hingga saat ini.

“Jika kita mau flashback

mengenai sepak terjang bupati
dalam menakhodai Tolitoli, apa
kira-kira gebrakan pem-
bangunan yang telah dirasakan
masyarakat, sehingga harus
dihargai dengan fasilitas
mewah seperti mobil Alphard.
Mobil Fortuner yang lalu
sangat cukup layak, kenapa
mesti ditambah lagi, ini perlu
diselidiki,” tegas Direktur
Yayasan Dopalak Indonesia,
Marjan Hidayat SSos.

Menurut pria yang akrab
disapa Bobby ini, anggaran
senilai Rp881 juta, seharusnya
dianggarkan untuk program
yang memiliki skala prioritas
yang bersentuhan langsung
dengan kebutuhan masyarakat,
semisal jika dijadikan modal
usaha bagi masyarakat miskin,
mencetak sawah, dibelikan
fasilitas alat tangkap ikan bagi
nelayan atau bibit ternak akan
lebih memiliki manfaat bagi
masyarakat, bukan justru
digunakan untuk kepentingan
tertentu saja.

“Atau anggaran tersebut
sekalian digunakan untuk
membayar ganti rugi bagi
masyarakat yang mengurus KTP
agar bisa gratis, seperti janji
bupati melalui kontrak politik
saat kampanye yang dengan jelas
memprogramkan pembuatan
KTP gratis,” kata Bobby.

Selain menuai sorotan,
pengadaan Mobil Dinas
(Mobnas) Bupati tersebut,

diduga menyalahi aturan, sebab
jika mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam  Negeri
(Permendagri) nomor 11 tahun
2007 tentang standarisasi
sarana dan prasarana kerja
pemerintahan daerah, dimana
dalam sebuah klausul di-
nyatakan kendaraan dinas
operasional atau kendaraan
dinas jabatan kepala daerah
(Bupati/walikota), kapasitas isi
silinder maksimal hanya 2.500
CC, namun pengadaan Mobnas
Bupati Tolitoli merk Alphard
yang baru beroperasi selama
beberapa hari tersebut,
memiliki kapasitas mesin yang
mencapai 3.100 CC.
Sementara Kasubag Per-
lengkapan Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Tolitoli, Abrianto saat diminta
komentarnya mengenai hal
tersebut, membenarkan bahwa
pengadaan Mobnas Bupati
Tolitoli memang diadakan
melalui dana APBD tahun 2012
dan peruntukannya menurut
ajudan Bupati tersebut, bukan
semata-mata khusus digunakan
sebagai mobil oprasional
bupati, namun juga digunakan
sebagai fasilitas bagi tamu luar
daerah yang berkunjung ke
Tolitoli. “Memang benar ada
pengadaan Mobnas baru untuk
Bupati, namun tujuan Mobnas
itu diadakan untuk keperluan
tamu-tamu yang datang di
Tolitoli,” tandasnya.(yus)










